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1. Kebijakan APU PPT
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Visi #4 SPI menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas melalui penerapanKYC & AML-CFT, serta penerapan
regtechdan suptech...

SP12025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga
menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan
moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan

() BANK INDONESIA

SPI12025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital

Diueprint oiste rFembaya donesia 202
Bank Indonesia: Menavigasi
Sistem Pembayaran Nasional
di Era Digital .

melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan

SP12025 menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow-
banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan

SPI1 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan
stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC & AML-CFT, kewajiban keterbukaan
data/informasi /bisnis publik, dan penerapan regtech dan suptech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan
pengawasan

i e e\ o o o P

SP12025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui
kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing

dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas



1. Kebijakan APU PPT
Framework APU-PPT di Sektor Sistem Pembayaran

APU PPT di sektor sistem pembayaran bertujuan untuk mendukung tercapainya financial integrity di Indonesia, untuk
mewujudkan ekonomi dan keuangan digital, selaras dengan Visi SPI No. 4...

‘ Risiko ‘ Outcome

Pencucian Uang, Pendanaan Visi SPI No. 4: 1. Integritas sistem
Terorisme, Proliferasi Senjata SPI menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas melalui keuangan Indonesia
Pemusnah Massal penerapan KYC & AML-CFT, serta penerapan regtech dan suptech...

mendukung stabilitas
perekonomian

1. Mengancam stabilitas Indikator Keberhasilan:

perekonomian & 100% Rencana Aksi Stranas TPPU & TPPT 2. Kredibilitas dan reputasi

integritas sistem Indonesia meningkat di
keuangan Cakupan Area: mata internasional,

2. Mengurangi Standar/ Rekomendasi Internasional Strategi Nasional TPPU & TPPT dengan Kepatuhan

kredibilitas Indonesia frerhadq.p s’r?ndqr
di mata internasional Key Strategy internasiona

3. Meningkatkan risiko _ ' < s 3. Ln;g;gzz si::;ir:esiq
investasi s s
E ‘.i. mendukung iklim investasi
4. Pendanaan tindak NG o2 = o .
pidana terorisme Risk & Poli Licensin Sunervision International M Communication o (RS el CIeXEh
merupakan salah satu ISk &rolicy g P Coordination B g Ouireach dimitigasi melalui

bentuk ancaman bagi e — penct?gdhan pendanaan
kedaulatan negara B Sumber Daya Manusio & Organisasi [ Sistem Informasi dan Dafa | UETETIEE
| S| —— |

Balanced Perspective View Internasional, al. FATF, APG




1. Kebijakan APU PPT
Ketentuan APU PPT di Bank Indonesia

SebagaiLPP, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APU-PPT. Dalam menyusun PBI
APU-PPT, Bl mengadopsi FATF 40 Recommendations, UU TPPU, dan UU TPPT...

Peraturan Perundang-undangan dan Standar Internasional yg Menjadi Acuan

FATF 40 UU No. 8/2010 Pencegahan UU No. 9/2013 ttg Pencegahan PP No. 61/2021 Pihak Pelapor dim
Recommendations & Pemberantasan TPPU & Pemberantasan TPPT Pencegahan & Pemberantasan TPPU

UU No. 23/1999 tentang Bl PBINo.19/10/PBI/2017 tentang Daftar PBl yang mengacu pada
¥ Penerapan Anti Pencucian Uang dan PBIAPU-PPT
= Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi &

PBINo. _22/23/PB|/2020 PJSP Selain Bank & Penyelenggara
tentang Sistem Pembayaran® = KUPVA BB

PBINo.23/6/PBI/2021 tentang

¥ Penyedia Jasa Pembayaran®
Pedoman pelaksanaan Pedoman 28 Pedoman Pelaksanaan
pemblokiran secara Penerapan APU- Pemblokiran Secara
serta merta atas dana PPT Berbasis Serta Merta Atas
milik orang atau Risiko Dana Milik Orang PBINo.18/20/PBI/2016 tentang
korporasi yang Atau Korporasi Yang —p Penyelenggara Infrastruktur Sistem
identitasnya tercantum I Identitasnya Tercantum Pembayaran*®
dalam Daftar Pendanaan Pedoman CDD, Dalam DTTOT

Proliferasi Senjata termasuk e-CDD *Efektif pada Juli 2021
Pemusnah Massal

Pedoman turunan dari PBI APU-PPT



1. Kebijakan APU PPT
PBI APU-PPT

PBINo.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi PJP Selain
Bank & Penyelenggara KUPVA BB, mengatur hal-hal sebagai berikut:

RUANG LINGKUP ANTI TIPPING OFF PENATAUSAHAAN DOKUMEN j PENGAWASAN KOORDINASI

Ruang lingkup Larangan pemberitahuan Kewaijiban penatausahaan Koordinasi dan kerja sama

Bank Indonesia melakukan
pemberlakuan bagi Laporan Transaksi Keuangan dokumen yang terkait Pengguna pengawasan berbasis risiko dengan pihak dan otoritas
lembaga selain bank: PJP Mencurigakan (LTKM) kepada || Jasa dan transaksi keuangan (RBA) lain yang berwenang, baik di

dan Penyelenggara KUPVA [ siapapun paling singkat 5 (lima) tahun dalam maupun di luar negeri

KEWAJIBAN PENERAPAN APU-PPT CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)

Kewajiban dan Prosedur Pelaksanaan CDD
Identifikasi dan Verifikasi

Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Owner
Identifikasi dan Verifikasi Calon Pengguna Jasa

. Kewajiban dan Cakupan Program APU
dan PPT

. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

. Kebijokan dan Prosedur Tertulis

. Proses Manajemen Risiko

Pemantauan

CDD Sederhana

Enhanced CDD (EDD)

. Penolakan dan penghentian hubungan usaha

. Penerapan APU dan PPT pada Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga
Kelompok Usaha Transfer dana

. Penerapan APU dan PPT oleh Pihak k. Penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi
Ketiga. Teroris & Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata

. Manajemen Sumber Daya Manusia
Sistem Pengendalian Internal

T@ ™0 0000

Pemusnah Massal




1. Kebijakan APU PPT

Pilar Kewajiban Penerapan APU-PPT

Mengacu padaPBI APUPPT, Bl menginisiasi program pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT dalam 5 (lima) pila.. .

1) Tugas / Tanggung Jawab
Direksi & Pengawasan
Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab
Direksi:

menetapkan dan mengkinikan
kebijakan dan prosedur tertulis,
memastikan penerapan
kebijakan dan prosedur tertulis,

dan memastikan penyampaian
LTKM.

Pengawasan aktif Komisaris:
memberikan persetujuan atas
kebijakan dan prosedur tertulis
terhadap penerapan APU dan
PPT dan mengawasi
pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direksi

terhadap penerapan APU dan
PPT.

2) Kebijakan dan Prosedur
Tertulis

Penyelenggara waijib memiliki,
menerapkan, dan
mengembangkan kebijakan
dan prosedur tertulis untuk
mengelola risiko Pencucian
Uang dan Pendanaan
Terorisme

Kebijakan dan prosedur tertulis

paling sedikit:

* customer due diligence
(CDD)
pengelolaan data,
informasi, dan dokumen
pelaporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan
dan laporan lainnya

3) Manajemen Risiko

Penyelenggara waijib
menerapkan proses
manajemen risiko yang
meliputi identifikasi, penilaian,

pengendalian, dan mitigasi
risiko.

Proses menajemen risiko terkait
dengan Pengguna Jasa,
wilayah geografis, produk atau
jasa dan/atau jalur atau
jaringan transaksi.

4) Manajemen SDM

Penyaringan untuk
penerimaan pegawai.
Pemantavan profil pegawai.
Program pelatihan dan
peningkatan pemahaman
pegawai.

5) Sistem Pengendalian Internal

Pembentukan unit kerja/penetapan fungsi/penunjukan anggota
yang bertanggung jawab untuk APU/PPT.
Pemisahan wewenang/tanggung jawab antara fungsi audit

dengan unit bisnis.
Audit independen secara berkala atas penerapan APU dan PPT




1. Kebijakan APU PPT
Customer Due Diligence (CDD)

CustomerDue Diligence (CDD) adalah proses identifikasi pengguna jasa untuk memantau transaksi yang dilakukan.
Penyelenggara wajib melaksanakan CDD terhadap Pengguna Jasa untuk memastikan efektivitas penerapan APUPPT
dan untuk mengelola risiko terhadap potensi kejahatan keuangan dari TPPU dan TPPT...

1. Pelaksanaan CDD 2. Kewajiban Pelaksanaan CDD
_ @ o BLL

Identifikasi . v ! Saat melakukan hubungan usaha dengan
Pengguna Jasa, Beneficial Owner, a Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa
Pihak yang bertindak untuk dan ; C D D
atas nama pengguna jasa Qs

Terdapattransaksi keuangan dengan
Verifikasi M mata uang rupiah dan/atau mata uang
Berdasarkan data, informasi, “ 0 asing yang nilainya paling sedikit
dan/atau dokumen dari sumber n Rp100.000.000,00 atau setara

yang independen dan terpercaya

9 Terdapat transaksi Transfer Dana
Pemantauan secara berkesinambungan /& n ”
(on going due diligence) 34
dan melakukan upaya pengkinian data, - ~ 0 Terdapat indikasi TKM yang terkait dengan
;nformasi, dan/atau dokumen Pengguna Q QPencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
asa r ‘

Terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang

Memahami maksud dan tujuan hubungan ' atas
usaha atau transaksi yang dilakukannya dan diberikan kepada Penyelenggara
sumber dana yang dipergunakan



1. Kebijakan APU PPT
Customer Due Diligence (CDD) - lanjutan
Terdapat tiga tingkat due diligence yaitu CDD standar, CDD sederhana dan Enhanced Due Diligence (EDD)...

Prosedur SIMPLIFIED CDD STANDARD CDD ENHANCED CDD

Resiko yang lebih tinggi:

Dalam kondisi CDD dan dinilai ; e
a. Pengguna jasa berisiko tinggi

berisiko rendah antara lain:

termasuk PEP
2 Pegpui lees e Transaksi standar atau hubungan b.Produk/layanan berisiko tinggi:
perusahaan publik atau lembaga L . S
bisnis normal transfer lintas batas, transaksi online

Negara.
b. Produk dengan limit transaksi dan
fitur terbatas.

tanpa batas
c. Negara berisiko tinggi
d.Transaksi mencurigakan

Menyederhanakan persyaratan data Persyaratan standar data Identifikasi | Melakukan prosedur identifikasi

i . Pengguna Jasa (nama, nomor ID, standar dan mendapatkan informasi
Identifikasi Pengguna Jasa (mis. :
. tanggal lahir, alamat, tambahan tentang sumber kekayaan,

Nama, nomor ID, tanggal lahir atau o

kewarganegaraan, nomor telepon, | sumber dana, pendapatan, nilai aset,
alamat) : == .

pekerjaan, jenis kelamin) dll
Verifikasi setelah pembentukan Verifikasi identitas Pengguna Jasa Verifikasi identitas Pengguna Jasa
hubungan bisnis selama transaksi sebelum memulai transaksi / melalui pertemuan tatap muka
disimpan di bawah batas tertentu hubungan bisnis langsung sebelum memulai transaksi

Pemantauan yang ditingkatkan, analisis
yang lebih menyeluruh, dan pengkinian
data yang lebih sering

Mengurangi frekuensi pemantauan | Pemantauan transaksi dan
dan memperbarui data pengkinian data secara berkala




1. Kebijakan APU PPT

Politically Exposed Person (PEP)

Penyelenggara wadjib melaksanakan EDD paling sedikit berupa identifikasi dan verifikasi kepada pengguna jasa PEP
termasuk anggota keluarga PEP atau pihak terkait dengan PEP...

PEP Domestik

2 Q orang yang diberi kewenangan — PEP Asing
melakukan fungsi penting (prominent

function) oleh negara orang yang diberi kewenangan
‘ ‘ melakukan fungsi penting (prominent
function) oleh negara lain

orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting

(prominent function) oleh organisasi internasional

Penyelenggara dapat mengakses daftar PEP melalui:

4. Akses database internasional seperti WorldCheck untuk
identifikasi PEPs, DTTOT, dan Daftar PPSPM

| |

| |

Kepala Negara atau Pejabat di Bidang : 1. Melakukan registrasi dan permohonan akses kepada :

;_-3 Pemerintahan Penegakan Hukum I aplikasi PEP yang dikembangkan oleh PPATK |

— : (Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2020 tentang I

] Politisi Senior Manajemen Senior : Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed :

g pada Perusahaan yang | Person) |

o Pejabat Pemerintah dimiliki oleh Negara : 2. Informasi publik melalui Laporan Harta Kekayaan :

= Senior | Penyelenggara Negara (LHKPN): https://acch.kpk.go.id/id/ |

= Pejabat Penting dalam | 3. Media massa a.l surat kabar, berita TV, internet, dil |

a Pejabat Militer Partai Politik | |
|


https://acch.kpk.go.id/id/

1. Kebijakan APU PPT

Kewajiban Pelaporan
Penyelenggara wajib menyampaikan laporan terkait APUPPT kepada Bank Indonesia maupun PPATK ...

\ W
¥ “\ : KepADA Bl KepaDA PPATK
\) P . , .
\‘} & - Laporan perubahan kebijakan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LY / prosedur APU PPT (LTKM)
' I iINy 3 Laporan tahunan penerapan APU dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
1 [ ] p p p p g
L)) PPT Laporan Transaksi Keuangan Transfer
} : / Laporan pembekuan transaksi, Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL)
o pemblokiran rekening, dan/atau Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
= X e penolakan transaksi terkait DTTOT atau (SIPESAT)
daftar pendanaan proliferasi senjata Sist di kan:
..", . pemusnah massal istem yang digunakan:

Laporan lainnya * Anti-Money-Laundering System (goAML)
Sistem vane digunakan: * Gathering Reports and Information
yans cig : Processing System (GRIPS)

\ .»? Bank Indonesia - Surveillance and Ketentuan terkait:

- \ Supervision System (Bl - SSS)
2 “ N * Peraturan Kepala PPATK No. 1 Tahun 2021
. . tentang Tata Cara Penyampaian LTKM,
g = PBI APU PPT LTKT, LTKL Melalui Aplikasi GOAML Bagi
Pedoman pelaksanaan pemblokiran Penyedia Jasa Keuangan
" secara serta merta atas dana milik orang * Peraturan Kepala PPATK No. PER-
|‘ atau korporasi yang identitasnya 02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem
al l ||| tercantum dalam DTTOT & Daftar Informasi Pengguna Jasa Terpadu
PPSPM

H Y Y 1 )}



1. Kebijakan APU PPT
Asesmen Risiko TPPU & TPPT

Untuk memperlancarimplementasi kebijakan APUPPT, maka diperlukan pendekatan berbasis risiko, baik di tingkat nasional,
regional, maupunsektoral. Asesmen risiko menjadi salah satu acuan bagiPengawas. ..

l Hubungan antara NRA, RRA, SRA & RBA

Regional Risk National Risk Assessment

Assessment (RRA) ﬁ (NRA)

Penilaian risiko TPPU Penilaian risiko secara
dan TPPT di kawasan nasional atas TPPU dan TPPT

ASEAN, Australia,
dan New Zealand

Sectoral Risk Assessment
(SRA)

Penilaian risiko TPPU dan
TPPT pd sektor tertentu

Risk Based Approach (RBA)

* Pengawason offsite dan onsite berbasis risiko dg risk
ranking tools pengawasan serta kertas kerja RBA.

* Penyelenggara menggunakan RBA APU-PPT untuk
melakukan asesmen risiko dan operasional.

4 (empat) aspek yang tercakup dalam

Sectoral Risk Assessmentadalah:

.. ‘ Risiko Produk/Jasa
Risiko Pengguna Jasa ‘
\ Ditentukan antara lain berdasarkan
Ditentukan antara lain dengan ‘ penggunaan vang tunai, limit
berdasarkan jenis pekerjaan, transaksi yang dapat dilakukan,
kewarganegaraan, bidang usaha, , ‘ / penggunaan teknologi baru,
skala kegiatan usaha, dan { ketersediaan fitur Transfer Dana
\ personto person (P2P) dan Transfer

kepemilikan.
Dana lintas negara

Risiko Jaringan Transaksi
(Delivery Channel)

Ditentukan al. berdasarkan
penggunaan platform berbasis web,

\ internet atau media lainnya yang

memungkinkan transaksi dilakukan

- )
Risiko Negara/Wilayah
Geografis ,

Ditentukan antara lain berdasarkan

lokasi pengiriman dan/atau
tanpa hubungan face-to-face, dan

penggunaan pihak ketiga dalam
melakukan hubungan usaha dengan
Pengguna Jasa

penerimaan dana, atau wilayah yang

berbatasan dengan negara lain

12



1. Kebijakan APU PPT
National Risk Assessment2021

Hasil National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing of WMD (NRA on

ML/TF/PF) 2021 sebagaiberikut...

Latar Belakang

Rekomendasi 1 (R.1) FATF:

Setiap negara diharuskan untuk melakukan
identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko ML,
TF & Proliferation of WMD di negara tersebut.

‘Risiko Pendanaan Terorisme

a. Pembagian proses pengumpulan, pemindahan, dan *

NRA on
ML/TF/PF
2021

l—PlRisiko Pencucian Uang

Risiko Domestik

a.

b.

(e}

Risiko Tinggi berdasarkan tindak pidanaasal/TPA (Predicate
Crime): Korupsi, Narkotika

Risiko Tinggi berdasarkan sektorindustri: Pedagang
Kendaraan Bermotor, Perusahaan Properti/Agen Properti,
Bank Umum, Pedagang Valas

. Risiko Tinggi berdasarkan wilayah: DKI Jakarta
. Risiko Tinggi berdasarkan Pengguna Jasa: Pejabat Lembaga

Legislatif dan Pemerintah, Pegawai BUMN/BUMD
(termasuk pensiunan), NonUMKM PT

Risiko dari Luar Negeri

penggunaan danayang memiliki risiko tertinggi adalah
sebagai berikut:
1. Pengumpulan: menggunakan sponsorpribadi dan
penyimpangan pengumpulan donasi melalui ormas.
2.Pemindahan: menggunakan Penyedia Jasa Keuangan.
3. Penggunaan: operasi terorisme domestik (pembelian
senjata dan bahan peledak, perjalanan dari dan ke lokasi
aksi terorisme), pelatihan (pembuatan dan penggunaan
senjata dan bahan peledak).
.Risiko Tinggi berdasarkan Wilayah:
DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah
. Risiko Tinggi berdasarkan Pengguna Jasa:
Pengusaha/Wiraswasta, Non UMKM PT, Yayasan,
Perkumpulan, Non UMKM Persekutuan Komanditer
. Risiko Tinggi berdasarkan Sektor Industri:
Bank Umum, KUPU, Pedagang Valas

Emerging Threat

Pencucian Uang:

Praktik jualbelidan penggunaan akun
rekening atas nama pihaklain oleh
sindikat, Penyalahgunaan e-commerce
dalamtransaksi hasil kejahatan, Praktik
TeknologiFinansial P2P Lending tidak
berizin

Pendanaan Terorisme:

1. TPPT yang dilakukan Korporasi;

2. Obat-obatan Terlarang;

3. Aset Virtual;

4. Pinjaman Online/P2P Lending;

5. Aktivitas Kelompok Kriminal
Bersenjata diDalam Negeri

a. Urutan berdasarkan TPA yangterjadi diLN & berpotensi
melakukan ML di Indonesia (in-ward risk): Penipuan, Korupsi,
Transfer Dana, Narkotika, Informasi Transaksi Elektronik

b. Risiko Tinggi negara TPA: Malaysia, Jepang, Singapura,
Thailand, Arab Saudi, Uni Emirat Arab

c. RisikoTinggi Pengguna Jasa: Pengusaha/Wiraswasta,
Pegawai Swasta, Pedagang, Ibu RT, Profesional/Konsultan,
Pelajar/Mahasiswa, PNS (termasuk pensiunan),
Pengajar/Dosen, Bidang Usaha Perindustrian dan Distribusi

a. Urutan berdasarkan TPA yangterjadi dilndonesia & berpotensi
melakukan MLdi LN (out-ward risk): Korupsi, Narkotika

b. Risiko Tinggi negara tujuan: Singapura, AS, India, China,
Thailand, Malaysia, Hong Kong

c. RisikoTinggi Pengguna Jasa: Pejabat Lembaga Legislatif dan
Pemerintah, Pengusaha atau Wiraswasta dan Pegawai
Swasta, Bidang Usaha Perindustrian

13



1. Kebijakan APU PPT

National Risk Assessment2021 (lanjutan)

Hasil National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing of WMD (NRA on
ML /TF/PF) 2021 sebagaiberikut...

Risiko Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

Perlunya dilakukan
pengawasan secara intensif
terhadap warga negara yang

berasal dari negara yang
terkena sanksi Dewan
Keamanan PBB seperti
Ukraina, Kuba, Iran, Korea
Utara, Sudan, dan Suriah yang

Potensi ancaman PPSPM di
$ Indonesia:

a.Transaksi perdagangan
yang dilakukan dengan
pihak-pihak yang berasal
dari negara-negara yang
berisiko tinggi berdasarkan
Resolusi Dewan Keamanan

Perlu dilakukan pembersihan
data rekening diplomat asing
khususnya Korea Utara dan

PBB .masnh i.mg.gal atau pernal.\ Iran yang sudah tidak aktif

. Tl CIRYLEL L Bt ah bertugas di wilayah teritorial
b. Penyalahgunaan rekening uvtamanya dalam mendeteksi 9 Ind y.

WNA yang berasal dari transaksi (secara langsung atau naonesia

negara yang berisiko tinggi tidak langsung) atau aktivitas

berdasarkan Resolusi apapun yang melibatkan

Dewan Keamanan PBB, individu, entitas, negara, atau

yang sudah tidak wilayah yang dikenakan sanksi

tinggal/bekerja di Indonesia tersebut.



1. Kebijakan APU PPT

Sectoral Risk Assessmentdi Sektor Sistem Pembayaran

SRA untuk sektor Sistem Pembayaran menjadi penting agar pengawas maupun penyelenggara dapat memahami,
mengidentifikasi, serta mengukur risiko pencucian vang dan pendanaan terorisme...
Hasil SRA APMK Selain Bank

SRA UE dan DE Selain Bank

D e

Risiko Wilayah Nasabah Produk gﬁg};ﬁgﬂ Risiko Wilayah Nasabah Produk Delivery

Channel

DK

Offline DKl fop Up Offfine
lakarta

Belanja i ket EE Jakarta e Tunai merchant

Tinggi

Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank
Dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Pelajar/
Mahasisvwa,
Pengusaha
dan
Profesional

Jawwa Barat,
Bengkulu,
Sumatra
Utara

Banten.
Jawa barat

Sedang Top Up

Naon-Tunai

Pengusaha, - = o~
Pegavwai Bank. Pegawai Transfer,

- Bank, Tunail
it Btanah Al (Tevib: Ibu Rumah || (Cash Oup),

Lainnya tangga. Redeem. gara
Pengurus dan (Outlot)
Yayasan. Transaks: Onfine
Koperasi (Purchase) | Aerchant

Tangga. Tunai).
Profesional, Online
Pengurus Merchant
Yayasan,
Korporasi

Penyeleng-

Lainnya Tark Tunai

Wilayah Nasabah Produk

DKl Jakarta & PEP & Pegawai
Jawa Timur > 5

Pengusaha, Ibu
Jawa Tengah Rumah Tangga.
Pengurus Yayasan

Risiko Wilayah Nasabah Produk

Incoming
o

DKl
Jakarta

Kepulauan
Menengah | gia, & Bali

Outgomg dan
Domestik Rendah Lainnya
Transfer

PEP & Pegawai .
Swasta

Pengusaha & lbu
Rumah Tangga

Publikasi SRA dapat diunduh di:
https://www.bi.go.id/id/fungsi-
utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian
uang-dan-pencegahan-pendanaan-
terrorisme/Documents/SRA_id.pdf

Lainnya

Lainnya




1. Kebijakan APU PPT
Mekanisme DTTOT

Sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) No. 6, Bl meneruskan informasi DTTOT dariPOLRI kepada
penyelenggara dan ditindaklanjuti dengan ke wajiban pemblokiran secaraserta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau
dikuasai, baik se cara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT.

ALUR DTTOT

Kementerian
Luar Megeri

UNSC Republik

Indomnesia

= Alur DTTOT

Alur Berita Acara dan
Penyelenggara

Daftar Terduga Teroris dan
Organisasi Teroris (DTTOT) dan
Pemblokiran secara Serta Merta Atas
Dana Milik Orang atau Korporasi
yang Tercantum dalam DTTOT dapat
diunduh di:

https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dtto t-
proliferasi-wmd.html

Eepolisian
Republik
Indonesia

Bank
Indonesia

PISP Selain Bank dan
KUPVA Bukan Bank

Pengadilan
Negeri Jakarta
Pusat

Dasar Hukum

1. UU 9/2013 Pencegahan dan Pemberantasan
TPPT

2. Peraturan Bersama Ketua MA, Menlu, Kapolri,
Kepala BNPT, & Kepala PPATK ttg
Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi
dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi
Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran secara Serta
Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi
yang Tercantum dalam DTTOT

3. PBINo.19/10/PBI/2017 Penerapan APU
PPT bagi PJSP SB dan Penyelenggara KUPVA
BB.

Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta
atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya
tercantum dalam DTTOT dapat diunduh di:
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-
pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-

terrofrisme/Documents/Pedoman_Pem blokiran_Secara_Serta_Merta_DTTO
T.pd
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1. Kebijakan APU PPT

Mekanisme Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) No. 7, Bl meneruskan informasi proliferasi senjata pemusnah
massal dari PPATK kepada penyelenggara dan ditindaklanjuti dengan ke wajiban pemblokiran secara serta merta terhadap
seluruh dana yang dimiliki atau dikuvasai, baik se caralangsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasiberdasarkan
Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

ALUR DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL Dasa’ Al

1. Peraturan Bersama Menlu, Kapolri, Kepala
PPATK & Kepala Bapeten ttg Pencantuman
Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah
Massal dan Pemblokiran secara Serta Merta
Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang
Tercantum dalam Daftar Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

2. PBINo.19/10/PBI/2017 Penerapan APU
PPT bagi PJSP SB dan Penyelenggara KUPVA
BB.

Kementerian

Luar Megern PPATK

Reputlik
indonesia

Alur Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal

Bank Indonesia

Alur Berita Acara dan
Penyelenggara

Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta
merta atas dana milik orang atau korporasi yang
identitasnya tercantum dalam Daftar Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dapat

PISP Selain Bank dan diunduh di:

Daftar Pendanaan PrOIifer?Si Senjat_:a KUPVA Bukan Bank https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-
Pemusnah Massal dapat diunduh di: pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-

https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dtto t- terrorisme/Documents/Pedoman_Pemblokiran_Secara_Serta_Merta _
proliferasi-wmd.html Pendanaan_Proliferasi_Senjata_Pemusnah_Massal.pdf
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2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021

Mutual Evaluation FATF

Untuk menjadi Full Member FATF, Indonesia harus melalui proses Mutual Evaluation. Sehubungan dengan meluasnya dampak
Virus COVID-19, Sekretariat FATF menunda kegiatan On-Site Visit oleh Tim Asesor FATF ke Indonesia hingga November

2021...

= Apaitu ME FATF?

Penilaian berkala terhadap negara
FATF dan FATF’s Style Regional Bodies
seperti Asia Pacific Group on Money
Laundering (APG) untuk menilai:

1. Tingkat kepatuhan (technical
compliance) terhadap FATF’s 40
Recommendations; dan

2. Efektivitas penerapan (immediate

outcome)

dalam mencegah penyalahgunaan
sistem keuangan dari Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Kegiatan ini dilakukan oleh assessor yang
ditunjuk dan hasilnya tertuang dalam ME
Report.

Indonesia harus memenuhi rating
TC&I10

Techical Compliance

* Jumlah Rating Non ComplianfNC)/ Partially

Complign{PC)pd TC, max 7.

* TCtertentuNo.3,5,10,11,dan 20 tidak

boleh memperoleh ratingNC/PC

Immediate Qutcome

* Jumlah rating Low dan Medium pada 10 max 6

* Jumlahrating Low padal0 maksimum3

R Syarat Menjadi Full Member

Fokus On-site Visit FATF

. Terorisme danpendanaan teroris,

termasuk PTD BB yang dinilai sektor
dengan potensi Aigh risk.

. Tindak PidanaKorupsi
. Pencucianuang yang berasalah dari TPA

yang dinilai high risk diIndonesia, al.
narkotika, perpajakan, lingkungan hidup

. Penggunaanuang tunaidan pemindahan

dana/barang secarailegal

. Penerapan fargefedsanksifinansial

terkait proliferasi senjatapemusnah
massal, yaitu terhadapKorea Utara dan
Iran

. Tindak PidanadisektorPerbankan
. Pencucianuang melalvipenyalahgunaan

realestate
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2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021
Timeline Mutual Evaluation FATF

Saat ini Bank Indonesia sedang mempersiapkan pelaksaan ME FATF tahun 2021...

Ags Mei Juni Juli Ags Sep Okt
2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019
Penyampaian Indonesia Pre- Penyampaian
komitmen resmi Assessment Immediate
tertulis kpd berstatus Country Ovutcome (10O)
FATF Observer Training kpd FATF
® [ ®
High Level Visit Persiapan Penyampaian
President FATF pelaksanaa Technical
kpd K/L n Mutual Compliance
terkait Evaluation (TC) kpd FATF
FATF
Keterangan:

Des Jan Feb
2019 2020 2020
T ®
FATF FATF
menyampai menyampadikan
kan 15 2" draft TC
draft TC Annex dan
Annex Indonesia
merespon
[ J
Respon
Indonesia
thd 15 draft
TC Annex

* Menunggu pengumuman resmi lebih lanjut dari FATF seiring perkembangan dampak COVID-19

Nov
2021*

o

Onsite
Visit

Feb Juni
2022* 2022%*
Face to

Face
Meeting

([
FATF
Plenary
Meeting
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2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021
Highlight Inmediate Outcome ME FATF bagi Penyelenggara

Penyelenggara perlu memastikan ke efektifan implementasi prinsip APU PPT di masing-masing perusahaan...

10 #4 Preventive Measures 10 #10 Terrorist Financing

1. Memahami risiko TPPU, Preventive Measures &

TPPT, proliferasi senjata Financial Sanctions

pemusnah massal &
mitigasinya

2. Melakukan CDD,
termasuk identifikasi
Beneficial Owner, serta
record-keeping.

3. Melaksanakan
Enhanced Due Diligence
antara lain terkait PEP,
negara risiko tinggi,
new technology dan
ketentuan transfer
dana dan monitoring.

Melaksanakankewajiban
terkait DTTOT.

10 #11 Terrorist Financing
Preventive Measures &
Financial Sanctions
Melaksanakan kewajiban
terkait Daftar Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal.
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2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021
Penguatan Komunikasi

Bl memiliki media komunikasi dalam rangka edukasi APU-PPT kepada masyarakat. ..

Edukasi Glosarium Peta Situs

Tentang BI Fungsi Utama Rupiah Publikasi Statistik Layanan Informasi Publik

Sistem Pembayaran dan penge.dan Ua"g Rupiah @ E"Hk”.\[).cw.g('m Tentang BI Fungsi Utama Rupish Publikasi Statistik Layanan Informasi Publik

Sistem Pembayaran Nilai Besar 3 G
Home | FungzUtsma [ Sicem Pembayaran & Pengaiolzan Uang Rupizh [ ARt Pencutien Uang dan Peatesshirt Pe

Sistem Pembayaran Ritel

Pengelolaan Uang Rupiah Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
|

| ¥

Z
r.N

Perizinan

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme

Latar Belakang APU PPT  Regulasi, Ketentuan dan Analisis Risiko  Keanggotaan dan Kerjasama  Edukasi dan Kampanys
Infrastruktur Pasar Keuangan i e
Fungsi Utama
Standardisasi Kompetensi Informasi terkait|

Latar Belakang APU PPT

gat r=

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 menjad kewena
Indonesia demi

memelihara staj

tan terhadap kernungkinan digunakar sebagal me

elaky pencucian .

=Npgara mau;

APU PPT untuk Mewujudkan Visi SP1 2025
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2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021
Kampanye APU-PPT

Peran Pengawas dan Penyelenggara sangat penting dalam mengkampanyekan APU-PPT kepada masyarakat. ..

@ sk piponesia

#CegahPencucianUang
#CegahPendanaanTerorisme

Mari Bertransaksi Secara Aman

Penyelenggara KUPVA (Money
Changer) dan Penyelenggara
Transfer Dana yang berizin

Identitas resmi di saat

melakukan transaksi

Laporkan

Penyelenggara KUPVA (Money
Changer) tidak berizin dan

Penyelenggara Transfer Dann
ilegal ke Bank Indonesia

Polanggaran dikenakan SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA
(UU No5/2010 dan UU No.9/2013)

@ ik nponesia

#CegahPencucianUang
#CegahPendanaanTerorisme

Mari Bertindak Tegas

Pedagang Valuta Asing
(Money Changor) dan

Penyelenggara Transfer
Danns wajib:

Identifikasi

Setiap transaksi

Transaksi tanpa identitas dirvi

Laporkan

Transakst yang mencurigakan
ke Pusat Pelaporan dan Analisis
Transakst Keuangan

Pelanggaran dikenakan SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA
(UU No.8/2010 dan UU No.8/2013)

PJP dan KUPVA BB wajib
melakukan identifikasi dan
verifikasi setiap transaksi
dengan calon Pengguna Jasa,
Pengguna Jasa, dan Beneficial
Owner.

PJP dan KUPVA BB wajib
menolak transaksi yang tidak
dilengkapi dengan identitas
calon Pengguna Jasa,
Pengguna Jasa, dan
Beneficial Owner.

PJP dan KUPVA BB wajib
melaporkan seluruh transaksi
mencurigakan kepada Pusat
Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK).
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2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021
Identifikasi dan Penertiban KUPVA Tidak Berizin dan PTD llegal

Bank Indonesia memiliki koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum khususnya POLRI, terutama dalam
pemberantasan KUPVA Bukan Bank Tidak Berizin dan PTD Bukan Bank llegal. ..

Sejak Maret 2017, Bank Indonesia
bersama dengan POLRI telah

“Home Boma Dota Finsncal Tosks  FPorsonal Fnasce  Paluang Usashs  Crcoutive Camer  Kolaw  bnages Koo

mengidentifikasi dan menindak 1.090
KUPVA Bukan Bank yang tidak berizin
dan 79 PTD ilegal

HOME | PFOLICY | ENGLISH |

MONEY CHANGER

BlL POLICE TO CRACK DOWN ON ILLEGAL MONEY CHANGERS

CoET) . macely CATIES | KSR, IO IAMIST T0TT | OmIE W

Pelaksanaan program merupakan upaya mitigasi risiko TPPU TPPT yang

dilakukan dengan melibatkan seluruh kantor perwakilan Bank 0 BEEEa
Indonesia. Beberapa persiapan yang dilakukan antara lain video qige—
conference, focus group discussion, technical meeting hingga akhirnya (ONEY CHANGER PEDAGANG VALUTA ASIH -
melakukan penindakan terhadap KUPVA Bukan Bank yang tidak berizin - s

Penyelenggara diharapkan juga dapat secara proaktif
menginformasikan kepada Bank Indonesia apabila
menemukan PTD & KUPVA BB yang terindikasi Tidak

Berizin atau llegal

Tim Mutual Evaluation Asia / Pacific Group On Money -
Laundering (APG) Indonesia tahun 2017 mengakui kegiatan - /™" |
penindakan ini sebagai sanksi paling signifikan yang : Batas waktu perpanjangan izin
diberikan diantara semua otoritas Indonesia I



Terima Kasih
dksp-apuppt@bi.go.id




